
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BUPATI TABANAN 

PROVINSI BALI 
PERATURAN BUPATI TABANAN 

  
NOMOR 16 TAHUN 2017 

 
 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2015  

TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TABANAN, 

 

Menimbang : a. 

 

 

 

 

bahwa berkenaan dengan ditetapkannya  Peraturan 

Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, perlu 

ditinjau kembali; 
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 

Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik 
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tabanan; 

    

Mengingat : 1. 

 
 

 
 
 

 

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik  Indonesia Nomor 4843); 

 



   

 

 

 

  3. 
 

 
 

 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 4846); 

 
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

 
  5. 

 

 
 
 

 
6. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 5679); 
 

  7. 

 
 

 
 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

  8. 
 
 

 
 

 
9. 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pengolahan Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 

dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 245); 

 
Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 47); 

 
  10. 

 

 
 
 

 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 
2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tabanan). 



   

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2015  TENTANG 

PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN 

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

TABANAN. 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 
2015  tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan 

Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan 
(Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 45), 

diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan  angka 6, angka 8 dan angka 9 Pasal 1 diubah 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

 

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.  

 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.  

 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di 

Kabupaten Tabanan.  

 

4. Bupati adalah Bupati Tabanan. 

 

5. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, 

yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya 

berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian 

atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi 

nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya 

 

 



   

 

 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 

 

6. Perangkat Daerah  adalah unsur pembantu Bupati dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari 

Sekretariat Daerah, Sekertariat DPRD, Dinas Daerah, 

Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah.  

 

7. Unit Kerja adalah satuan organisasi perangkat daerah 

yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. 

 

8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan 

tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, 

baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat 

dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam 

berbagai kemasan dan format sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara 

elektronik dan non elektronik dengan mempertimbangkan 

norma dan nilai kearifan lokal.  

 

9. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, 

disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh 

Pemerintah Kabupaten Tabanan yang berkaitan dengan 

penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau 

penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintah 

Kabupaten Tabanan lainnya, serta informasi lain yang 

berkaitan dengan kepentingan publik dengan 

mempertimbangkan norma dan nilai kearifan lokal. 

 

10. Pelayanan informasi adalah jasa yang diberikan oleh 

Pemerintah Kabupaten Tabanan kepada masyarakat 

pengguna informasi.  

 

11. Akses informasi adalah kemudahan yang diberikan 

kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh 

informasi publik yang dibutuhkan.  

 

12. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang 

dibuat dan/atau diterima oleh Pemerintah Kabupaten 

Tabanan dalam rangka pelaksanan kegiatannya, baik 

tetulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam 

dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau 

didengar. 

 



   

 

 

13. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, 

penyusunan dan pencatatan dokumen, data, gambar dan 

suara untuk bahan informasi publik.  

 

14. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi 

menjalankan undang - undang dan peraturan 

pelaksanaan, yang menetapkan petunjuk teknis standar 

lanyanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa 

informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non 

litigasi.  

 

15. Pengelolaaan Dokumen adalah proses pengumpulan, 

penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan 

dan penyajian dokumen secara sistematis.  

 

16. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya 

disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab 

dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, 

penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Pemerintah 

Kabupaten Tabanan.  

 

17. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu 

selanjutnya disingkat PPID-Pembantu adalah Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berada pada 

Perangkat Daerah.  

 

18. Pengguna informasi publik adalah orang/badan yang 

menggunakan informasi publik.  

 

19. Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau 

badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan 

informasi publik. 

 

20. Uji konsekuensi adalah pertimbangan dengan seksama 

dan penuh ketelitian tentang dampak atau akibat yang 

timbul apabila suatu informasi dibuka dan adanya 

kepentingan publik yang lebih besar yang harus 

dilindungi dengan menutup suatu informasi publik. 

 

21. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi 

antara badan publik dan pengguna informasi publik yang 

berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan 

informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 



   

 

 

22. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik 

antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi 

Informasi.  

 

23. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi 

publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi 

Informasi. 

 

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

  Pasal 2 

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi 

Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam memberikan 

pelayanan dan pengelolaan informasi publik dan 

dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah.  

 

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan, untuk menjamin tertib 

administrasi pengelolaan pelayanan informasi publik dan 

dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah.  

 

3. Ketentuan huruf a diubah dan ditambah huruf j Pasal 8 

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

                         Pasal 8 

 
Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3 meliputi: 
 

a. daftar informasi publik pada Perangkat Daerah/Unit Kerja 

terkait yang tidak termasuk informasi yang dikecualikan;  
 
b. Informasi tentang Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, 

Keputusan Bupati atau produk hukum daerah lainnya 

sebagai kebijakan yang mengikat dan berdampak bagi 

publik yang dikeluarkan badan publik;  
 
c. informasi tentang organisasi, administrasi, personil dan 

keuangan;  
 
d. agenda kerja Pemerintah Daerah;  

e. syarat-syarat perijinan, izin yang diterbitkan dan/atau 

dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya dan laporan 

penataan izin yang diberikan;  

 
f. rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah;  



   

 

 

g. informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik 
yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan 
informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber 
daya manusia yang menangani layanan informasi publik 
beserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi publik 
serta laporan penggunaannya;  

 
h. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang 

dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;  
 
i. informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi 

masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau 
penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 

 
j. Informasi publik yang disajikan agar mengedepankan 

norma dan nilai kearifan lokal. 
 

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

            Pasal 13 
 

(1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, 

secara ex officio dijabat oleh Kepala Dinas Komonikasi 

dan Informatika Kabupaten Tabanan yang bertanggung 

jawab kepada Bupati.  
 
(2)  Dalam pelaksanaan tugas PPID sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dibantu oleh bidang :   
a. Bidang Pelayanan Informasi;  
b. Bidang Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan 

Arsip; dan   
c. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.  

 
Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dibantu oleh Pelaksana Bidang Teknis dan Administrasi.  
 
 

5. Ketentuan huruf a ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

                    Pasal 14 
 

(1)  PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, 

mempuyai tugas :  
 

a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan 
pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; 

b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan 
memberi pelayanan informasi kepada publik;   

c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;   
d. melakukan pemutakhiran informasi dan 

dokumentasi;   



   

 

 

e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk 

diakses oleh masyarakat;  
 
f. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan 

untuk dilakukan uji konsekuensi oleh Tim 
Pertimbangan; dan  

g. membuat laporan pelayanan informasiyang 
mencakup :   
1. jumlah permohonan informasi publik yang 

diterima;  
 
2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap 

permohonan informasi publik;  
 
3. jumlah permohonan informasi publik yang 

dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan 
permohonan informasi publik yang ditolak; dan  

b. alasan penolakan permohonan informasi publik   
(2)  PPID melaksanakan fungsi :  

 
a. penghimpunan dan pengelolaan informasi publik dari 

Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan 

Pemerintah Daerah; dan 
 
b. penataan dan penyimpanan informasi publik yang 

diperoleh dari Perangkat Daerah/Unit Kerja di 

lingkungan Pemerintah Daerah.  

 

6. Ketentuan huruf a Pasal 15 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

                   Pasal 15 
 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14, PPID mempunyai wewenang : 

 
a.  meminta dan memperoleh informasi dari Perangkat 

Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;  
 
b.  mengkoordinasikan pengumpulan, pengelolaan, 

pelayanan serta pemeliharaan informasi dan 
dokumentasi dengan PPID-Pembantu dan/atau Pejabat 
Fungsional;   

c.  mendelegasikan pemenuhan permintaan informasi 
kepada PPID-Pembantu; dan 

 
 menolak memberikan informasi yang dikecualikan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.   

 
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
 

 
                    Pasal 16 
 

(1)  PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

huruf c, dibentuk untuk membantu PPID dalam 



   

 

 

pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada 

setiap Perangkat Daerah.   
(2)  Jabatan PPID-Pembantu melekat kepada jabatan :   

a. Sekretaris pada Perangkat Daerah;  
 
b. Kepala Bagian yang membidangi kesekretariatan di 

Lingkungan Sekretariat Daerah;  
 
c. Kepala Bagian yang membidangi kesekretariatan 

pada Bagian di Lingkungan Sekretariat DPRD;   
d. Kepala UPT; dan  
e. Kasubag TU pada  Badan Rumah Sakit Umum. 

 
(3)  PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dibantu oleh Pelaksana Pembantu Teknis dan 

Administrasidan/atau pejabat fungsional.  

 

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

                   Pasal 17 

 
(1)   

(1). PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 
mempunyai tugas :  

 
a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan 

pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;  
 
b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan 

memberi pelayanan informasi kepada publik;   
c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;   
d. melakukan pemutakhiran informasi dan 

dokumentasi;   
e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk 

diakses oleh masyarakat; dan 
 
f. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan 

untuk disampaikan kepada PPID.  
 

 

(2)  PPID-Pembantu melaksanakan fungsi :  
 

a. penghimpunan dan pengelolaan informasi publik 
pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja; 
dan 

b. penataan dan penyimpanan informasi publik pada 
masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja.   

 

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 18 
 

(1)  PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 

memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan 

informasi dan menolak permohonan informasi sesuai 



   

 

 

dengan ketentuan perundang-undangan yang 

diketahui/disetujui oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja, 

dengan ketentuan:  
 

a. Perangkat Daerah/Unit Kerja bertanggung jawab 

penuh terhadap semua proses pengelolaan informasi 

dan dokumentasi di Lingkungan Perangkat Daerah 

masing-masing yang dilaksanakan oleh PPID-

Pembantu;  
 
b. Perangkat Daerah/Unit Kerja menandatangani 

laporan PPID-Pembantu untuk diserahkan kepada 
PPID; dan 

 
c. Perangkat Daerah/Unit Kerja menandatangani 

laporan keberatan atas pelayanan informasi dari 
PPID-Pembantu kepada PPID.  

 
(2)  PPID-Pembantu bersama - sama dengan PPID 

melaksanakan proses mediasi atau ajudikasi di Komisi 

Informasi dan proses ajudikasi di Pengadilan apabila 

terjadi sengketa informasi.  

 

 
10. Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 27 diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 
  

                 Pasal 27 
  

(1)  Setiap permohonan informasi publik, PPID wajib 

memberikan jawaban pemberitahuan tertulis.  

  
(2)  Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), berisikan:  
 

a. apakah informasi publik yang diminta berada di 

bawah penguasaannya atau tidak;  
 
b. memberitahukan Perangkat Daerah mana yang 

menguasai informasi yang diminta dalam hal 

informasi tersebut tidak berada di bawah 

penguasaannya;  
 
c. menerima atau menolak permohonan informasi 

publik berikut alasannya;  
 
d. penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi 

yang dimohon bila ada; dan  
 
e. penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan 

karena belum dikuasai atau belum 
didokumentasikan.  

 
 

(3)  Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan informasi publik yang dimohon disampaikan 

paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan 

diterima.  



   

 

 

 
(4)  Dalam hal permohonan informasi publik ditolak, PPID 

mengeluarkan surat keterangan sekurang-kurangnya 
memuat:   
a. nomor pendaftaran;   
b. nama;   
c. alamat;   
d. pekerjaan;   
e. nomor telepon/email;   
f. informasi yang dibutuhkan;   
g. keputusan pengecualian dan penolakan informasi; 

dan  
h. alasan pengecualian. 

 

 
 

  Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan. 

 

 

 

 

Ditetapkan di Tabanan 

 pada tanggal 9 Maret 2017             

 

     BUPATI TABANAN, 
 
 
 
 

 
NI PUTU EKA WIRYASTUTI 

 
 

 
Diundangkan di Tabanan 

pada tanggal 9 Maret 2017                 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, 
 

 

 
 
I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 16 
  
 


